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ABSTRAK

Mishel Savilla, (2025) : Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca
Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas
1B Putusan Perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn
dan 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan hakim dalam
memutuskan nafkah anak pasca perceraian pada dua perkara di Pengadilan Agama
Bangkinang Kelas 1B. Meskipun kedua perkara memiliki tuntutan serupa, hamun
putusan yang dijatuhkan hakim berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan
tentang konsistensi penerapan hukum terhadap hak-hak anak setelah perceraian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pada dua perkara tersebut serta menilai kesesuaian putusan
tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai nafkah anak. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan
(library research), serta menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dan
data sekunder dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn,
hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak secara rinci dan jelas, sedangkan dalam
perkara Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn, hakim tidak menetapkan besaran
nafkah secara spesifik. Dalam tinjauan hukum Islam, putusan pertama dinilai
lebih sesuai karena memperhatikan kemaslahatan anak dan memberikan kepastian
hukum. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penyeragaman dan kejelasan dalam
menetapkan putusan mengenai nafkah anak guna menjamin perlindungan hak-hak
anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Nafkah anak pasca perceraian, Pertimbangan hakim, Hukum
Islam.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu
terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Hal ini bisa
muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa
jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan
ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir
dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (perceraian
besar atau talak tiga)." Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab
perceraian yang pernah dikemukakan oleh para ahli maupun peneliti
sebelumnya dengan berbagai bidang kajian ilmu.?

Mulainya dari kegagalan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan
kesalahpahaman, perselingkuhan, pertengkaran, pertikaian, hingga tindak
kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini,
perbedaan dan perubahan budaya juga dapat menimbulkan dampak besar
setelahnya.® Diantara regulasi yang mengatur perihal dampak hukum yang
muncul pasca perceraia ialah pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang

menjelaskan bahwa “Apabila terjadi perceraian, maka : (a) Pemilharaan

! Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, al-Adalah Vol. X, No.
4, Juli 2012, h. 415.

% Hasmiah Hamid, Perceraian Dan Penenganannya, Jurnal limiah Wahana Pendidikan Vol.
4, No. 4, Desember, h. 25.

® llham Hengga, Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak
Yang DiTelantarkan Di Kota Gorontalo, Jurnal Gorontalo Law Rewie, VVol.4, No. 2 Oktober 2021,
h. 190-192.



Anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan
hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada
anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya, dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Oleh sebab itu, lembaga peradilan menjalankan peran pentingnya dalam
menjamin hak-hak anak melalui keputusan yang diambil sebagai final dari
perkara tersebut. Contohnya, seorang hakim yang memeriksa perkara
perceraian dapat memertimbangkan untuk menetapkan hak-hak anak yang
akan diperoleh pasca perceraian kedua orang tuanya.*

Dengan demikian, hakim diharapkan kadar kebutuhan paling mendasar
yang berhak diperoleh anak. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan, hakim
lebih berhti-hati dan memiliki dasar hukum yang lebih kongkrit dan pasti.
Agar putusan yang diambil tersebut tidak memberikan mafsadat kepada
pihak manapun melainkan memberikan manfaat kepada umat.”

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di
bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berwewenang
untuk menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu
yang telah diatur dalam Undang-undang, diantara hal tersebut ialah perkara
perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat,

perkara infaq, perkara shadagah, dan perkara ekonomi syari’ah.6

* Buku Rakernas, Mahkamah Agung Dengan Seluruh Pengadilan di Indonesia Makalah
Peradilan Agama, ( Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h. 10.

% Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 464.

® pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



Lembaga hukum wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan
dalam bidang hukum bagi mereka yang beragama Islam. Pelayanan hukum
dan keadilan tersebut diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga
berupa penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga
maupun status harta yang diperoleh dalam rentag waktu perkawinan
berlangsung. Hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara dalam kasus
perceraian berwenang menetapkan segala sesuatu yang muncul akibat
perceraian, seperti : Nafkah ‘iddah, mut’ah, pembagian harta bersama, hak
asuh dan nafkah anak. Hakim juga berwenang untuk mneunjuk orang tua
yang berceai untuk tetap melakukan pemeliharaan (hadhanah) dan memberi
nafkah terhadap anak-anak mereka.

Anak sebagai salah-satu pihak yang paling dirugikan akibat putusnya
hubungan perkawinan orang tuanya. Pasca perceraian, anak akan kehilangan
rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang
tuanya, selain itu tidak tertutup kemungkinan bahwa nafkah dan pendidikan
anak juga dapat terganggu,’ sebagai akibat dari perceraian orang tuanya.
Sesuai dengan regulasi perihal perkawinan yang berlaku di Indonessia,
hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana
yang disebutkan sebelumnya dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan
anak.® Ini bertujuan agar kepentingan anak dalam perkembangannya tidak

terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya.

” Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 116.
® pasal 105, Kompilasi Hukum Islam



Hakim memutuskan pihak ayah sebagai penanggung jawab terhadap
nafkah anak. Dimana, pada dasarnya meskipun hak asuh anak diberikan
kepada istri selaku ibu dari anak-anak, ayah tetap diharuskan berkontribusi
dalam pemeliharaan anak dalam hal memenuhi kebutuhan finansial anak-
anak hingga mereka dewasa. Namun, pada realitanya, isi putusan yang
demikian sangat jarang ditaati, bahkan cenderung lebih sering diabaikan.
Banyak anak di Indonesia ini masih belum merasakan kegembriaan seperti
yang diharapkan oleh aturan-aturan yang ada. Nasib mereka belum seindah
ungkapan yang kerapkali memposisikan anak bernilai penting, sebagai
penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pemenuhan
nafkah anak yang tidak diberikan sesuai dengan jumlah yang ditetukan
hakim, atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah dengan berbagai
dalih dan alasan, meskipun telah ditetapkan dalam amar putusan. Sehingga
ibu harus menanggung biaya anak seorang diri.’

Kelalalian suami yang demikian pula lah yang pada akhirnya menjadi
penyebab perceraian, dan pada akhirnya istri pihak memilih untuk tinggal
bersama keluarganya untuk mendapatkan dukungan ekonomi dalam
merawat anaknya. Karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat
gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan

seringkali terjadi dalam kenyataanya di masyarakat putus pula ikatan tali

% Dewi Sri Andriani, Patimah, Dan Rahma Amir, Perlindungan Hukum Hakim Terhadap
Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sunngguminasa
(Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm), Jurnal : llmiah Mahasiswa Hukum Keluarga
Islam, Vol. , No. 1 2021, h. 1-16.



silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai
tersebut. ™

Hal yang senada juga disebutkan dalam pasal 78 (c) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa selama
berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dapat
menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
105 yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun dipelihara oleh ibunya, jika berumur lebih 12 tahun diserahkan kepada
anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayahnya.

Penulis menemukan 2 model putusan perkara yang berbeda, padahal
dalam kedua perkara tersebut terdapat tuntutan yang sama. Yakni dalam
perkara no. 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn yang mana dalam tuntutan nafkah
anak tersebut hakim tidak sejara jelas menyebutkan jumlah, namun dalam
perkara no 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn hakim memberikan putusan tegas
terhadap tuntutan yang sama. Sebagaimana di sebutkan di atas, memberikan
gambaran bahwa masih ada kesenjangan dalam penetapan hukum terhadap
hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi. Dengan demikian, penulis
tertarik untuk mencari tau lebih jauh dan meneliti bagaimana para hakim
mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait nafkah anak pasca

perceraian. Maka penulis merasa hal ini perlu dilakukan penelitian lebih

9 Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2014), h. 38.



lanjut, dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG KELAS 1B Putusan Perkara Nomor
1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn  dan  1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn”  untuk
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafakah anak
terutama pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Penulis
berharap kajian ini dapat memberikan peninjauan ulang terkait penetapan
nafkah anak pasca perceraian dalam rangka untuk mendapatkan kepastian
hukum sesuai dengan masa sekarang.
B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang,
maka penelitian ini penulis membatasi pada pembahasan terkait Analisis
Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan
Agama  Bangkinang Kelas 1B  Putusan  Perkara ~ Nomor

1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn

C.. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang alam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang
pada putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan

putusan perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn?



2.

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Putusan Hakim pada
putusan Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan

1174/pdt.G/2023/PA.Bkn?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengatahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Bangkinang pada putusan perkara Nomor
1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Untuk  mengetahui  pandangan  hukum Islam terhadap
pertimabangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang
pada putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan

1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn

2. Manfaat Penelitian

a.

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sebagai sumber atau
khazanah ilmu pengetahuan.

Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi penulis yang
bergerak di program studi Hukum Keluarga Islam.

Sebagai hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagai penegak hukum dan
terlebih kepa orang tua dan keluarga dalam mengatasi terkait
Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang

Kelas 1B.



E. " Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

BAB | meliputi: Latar Belakang, Batasan Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

: KAJIAN PUSTAKA

Bab Il menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi
Pengertian nafkah anak pasca perceraian, Dasar hukum
nafkah, Macam-macam nafkah, Sebab-sebab nafkah,
Nafkah menurut perspektif hukum islam, Pengertian
Perceraian, Dasar hukum perceraian, Akibat hukum
perceraian terhadap anak.

: METODE PENELITIAN

BAB Il membahas mengenai jenis penelitian, objek
penelitian, sumber data, tektik pengumpulan data dan
analisis data yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama
Bangkinang.

: HASIL PENELITIAN

BAB IV ini akan di menjelaskan mengenai analis putusan
hakim terkait nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana
penyelesaian perkara nafkah anak.

: KESIMPULAN DAN SARAN



BAB V ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan

juga menyampaikan beberapa saran yang berhubungan
dengan kajian penulisan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

_u\l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. : 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
A =4 h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l,/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori
1. Nahfkah Anak
a. Defenisi Nafkah Anak

Nafkah di ambil kata @Yl yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga
berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami
kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya
sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari’at Islam, kata
nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan
anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta
beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang
wanita yang kaya."!

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah
terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini
bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta
pelayan atau pembantu.'?Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu
kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat
bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam

nafkah adalah sandang, pangan dan papan. Para ulama memberikan satu

1 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Congjugal Need Concept In Islamic
Law, Kanun Jurnal IImu Hukum, No. 66, Agustus 2015,h. 381-382.

12 Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri, (Jakarta Selatan:
Rumah Figih Publishing, 2020), h. 27.
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batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan
dalam Mu’jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang
suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan
yang selainnya.™®

Terminologi syara’ mendefenisikan bahwa nafkah memiliki makna
yang beragam dari pandangan para ulama mazhab. Imam Malik bin Anas
menjelaskan bahwa nafkah adalah esuatu yang berupa makanan yang
biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia dengan tidak
melampaui batas. ** Menurut mazhab Syafi’i Al-Khatib Al-Syarbaini
menjelaskan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang
yang berupa perbekalan bagi orang-orang yang dalam tanggungannya
tersebut seperti lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang
serupa dengannya seperti air, lampu dan sebagainya. *°

Nafkah anak adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah
kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk
memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang
utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan,
yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah
tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan

3 Husni Fuaddi, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Perspektif
Magasyid Asy-Syariah, Jurnal Hukum Islam, Vol. X1X, No, 1 Juni 2019,h. 49-50.

4 Malik bin Anas al-Asbhahi, al-Mudawwanah al-Kubra, Juz V, (UEA: tt, 1422H),h. 17.

15 Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj,
(Beirut: al-Maktabah at-Taufigiyyah), h. 168.
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standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang
miskin, dan anak-anak terlantar. '°

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu
akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan
diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-
senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah
dan karena keberlangsungan bersenangsenang sebagaimana istri wajib taat
kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik
anak-anaknya. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang
diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak,
dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.
Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya,
hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras
dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.*’

Selain para ulama mazhab, pengertian nafkah juga dapat dilihat
dengan ulama-ulama figh lainnya, seperti yang dikemukakan olah Wahbah
Az-Zuhaili dalam kitabnya, bahwa nafkah merupakan:

ey (e 350G ATy il e 458 alle Lind (g 4350 adltll £V A

B3G5 lilan (a3 sla Al (e Gl

16 saini, Ifadatul Hosniah, Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif
Hukum Islam Keluarga Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira, Vol. 2
No. 4 Oktober 2021, h. 22.

7 Fathul Mu’in dkk, Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum
Islam, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, 2020, h. 117.
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Artinya : “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap
orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian,
tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak,
lampu dan lain-lain”.*®
b. Dasar Hukum Nafkah Anak
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si
isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang
tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang
mewajibkan nafkah sebagai berikut:
1) Al-Qur’an
Didalam al-Quran surah al-Bagarah ayat 233 Allah Swt berfirman:
FEy- -0 3 aF # %% AieE NG BLoso Y Fsh o . Tk 6% o3 % [P
Vel s V) Gusd IS Y oy aally e 50Ss (g, Al aslall e g
13151 5808 (e )50 e 5 oaly 4 35058 V5 ol 815 Sl
53 sen o7 o807 o I TR I Y PR AT CmE SN T s
|3 JE O 8301 &) 5 lagile #Uia S8 3L, g o2l i Ge Ylad
A Gy 1685 Sy heall S G iy Kle #UL 6 Ky
b (yslasd Ly
Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai
dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita
karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena
anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan
musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain),
tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan

8 Abdurrahman al-Jaziri, Figh ‘ala Madzhahibi al-Arba’ah, (Beirut : Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1969), Juz. 1V, h. 485.
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cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*®

Menurut Al-Thabari ayat di atas merupakan perintah kepada ayah
dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu
dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan
dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab
Allah Swt  sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan
mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada
yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena
itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-
orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya,
menurut kadar kemampuannya.” Firman Allah dalam surat at-Thalag
ayat (6):

2

PRes e of- qemro, Ay F2 o di A \F. of 0 ¢ 2w - hoo o F2 oo
Sl O8O Gele 1 saiatl fa sTlial Wy aSaa s (o A Cua (e (g 5K

-1 :

P ORI TR TR D R R S T PR T R T
500305 a5l G il o1 Gl )l (8 (elaa (i (Sa (gale 15aas Jas

IR

] PR S ,;f,E.e}a/ o270
oA Al i s 8 pulal )5 B jaas 2

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka
(para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada
mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal

19 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 37.
2 Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘An Ta'wil Ayi al-Quran,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz 11, h. 495-496.
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penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.*

Maksud ayat di atas adalah, para pria sebaiknya memberikan
kepada wanita-wanita yang telah kalian ceraikan itu tempat tinggal di
rumah yang kalian tempati, naya "Menurut kemampuanmu,” Para pria
disuruh memberikan tempat tinggal kepada para istri yang telah mereka
cerai sampai selesai masa iddah mereka. Senada dengan yang kami
kemukakan di sini adalah pendapat para ahli tafsir berikut ini:

Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ilbnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata ketika aku
bertanya kepadanya tentang firman Allah, &3 s S0 Eia G b il
"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu,” dia menjawab, “Itu artinya sesuai dengan
yang kamu punya. Bila kamu tidak memiliki apa-apa dan tinggal
menumpang di rumah orang, lalu datang suatu hal yang membuatmu
harus keluar, maka itulah kemampuanmu.

Bila mampu menyewa rumah, maka itulah kemampuan sang suami.
Dia tidak boleh mengeluarkan istrinya. dari rumah yang sebelumnya
ditempati sang istri. Jika dia tidak sanggup sedangkan yang punya

rumah berkata, “Aku tidak mau membiarkan wanita ini di rumahku’,

558,

2! Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, ( Bandung: Cordoba, 2020), h.
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maka dia tidak perlu(memberi rumah pada istrinya). Tapi kalau dia
mampu, makaitulah kemampuan.?
Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

oV Lag’y i e 2 00 (1 Ly oL (5005 (M2

[ R A S 4 ;*l’., et N - 4 - Tl 1
G55 G3AS 3 da Ly AT Culaan, s Sl alE® g il

< - o0,z

15 e 58 G S
Artinya : “kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu,
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian

dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat

kepada Allah lagi memelihari diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena

itu Allah telah memelihara (mereka)”.®

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah
keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri.
Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang
telah ditetapkan syariat. Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah
menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan
rumah tangga. kewajiban itu harus di dasari keikhlasan agar apa yang
diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari
perkawinan. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki

kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari

2 Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir ath-thabari jilid 25 : Surah ali
'imraan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 185.

% Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, ( Bandung: Cordoba, 2020), Hal.
84.
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suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus
menjalankan kewajibannya secara makruf.

2) Dasar hukum nafkah anak dalam hadis sebagai berikut:

- O 81 el die iy ia iy 1l Lo A ey Alile (e

350 Ol Wl o) Al Jsmay L 1lla sl g adle i Jloa ) Jguay e

alle (po ol e W) o (805 Sy Lo 480 (e cndany Y ¢ Frana

e (ya (gan3 1) Jgmy JUiE R (o 813 8 o O cade i

adle Gite (mmaa) - cliby S5 iy Lo Gy yeally

Artinya: “Dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu

Sufyan menemui Rasulullah Saw, lalu berkata, “Wahai Rasulullah!

Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang Kikir, ia tidak memberiku

nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku,

kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpat sepengatahuannya.

Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah

sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi

kebutuganmu dan kebutuhan anakanakmu” (Hadis Sahih — Mutafaqun
Alaih).?*

Adapun maksud dari hadist ini yaitu menegaskan prinsip dalam
Islam bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-
anaknya sesuai kebutuhan yang wajar (ma‘ruf), bahkan jika ia enggan
atau kikir. Ketentuan ini juga relevan dalam konteks nafkah anak pasca
perceraian, di mana tanggung jawab ayah terhadap kebutuhan hidup anak
tidak terputus meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Ibu yang
mengasuh anak setelah perceraian berhak menuntut nafkah dari ayah,

karena nafkah tersebut merupakan hak anak, bukan hak ibu. Jika ayah

% Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Beirut : Dar lhya at-Turath al-
Arabi), Juz 3, h. 507.
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tidak menunaikannya, maka berdasarkan kaidah dari hadis ini,
pengambilan nafkah dari harta ayah secara adil dapat dibenarkan demi
kepentingan anak-anak. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan
kuat bahwa pemutusan hubungan suami istri tidak menggugurkan
kewajiban finansial seorang ayah terhadap anak-anaknya.?

Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah,
yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu Kkikir;
berdasarkan firman-Nya:

s orally Bedslss Geds, Al alsall e
“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang ma’ruf.

Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja,
tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian, sebagaimana
firman-Nya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti
‘Utbah, istri dari  Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah,

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Dar I-Fikr : Damaskus, 1997), Jilid 10,
h. 7496-7499.
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sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. la tidak memberi
kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga
membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah
berdosa jika aku melakukan seperti itu? Nabi Saw bersabda:

el 80 L€ L ca g haally Al e s34
“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara
yang patut.”

Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa mengambil dengan
cara yang ma’ruf, maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan
secara ‘urf (menurut kebiasaan setempat). Perlu dipahami bahwa sifat
yang disebut Hindun pada suaminya Abu Sufyan, bahwa suaminya itu
pelit, bukan berarti suaminya memang orang yang pelit pada siapa saja.
Bisa jadi ia bersikap seperti itu pada keluarganya, namun ada barangkali
yang lebih membutuhkan sehingga ia dahulukan. Jadi, kurang tepat kalau
menganggap Abu Sufyan adalah orang yang pelit secara mutlak.?®

Hadis di atas jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika
kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah
Saw akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang
dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun
untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan

secukupnya.

% Al-Asgolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fath al-Bari 9 Juz 8, (Beirut: Dar Al-Fikr,
2000), h. 509.



20

Imam Syafi’l berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap
istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.?” Seiring
dengan itu al-Sarakshi menjelaskan bahwa kewajiban suami tersebut
muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu karena istri telah menyerahkan
diri sepenuhnya kepada suami (tamkin) serta timbulnya kepemilikan
suami terhadap istri (tamlik), sehingga hak istri untuk berusaha terhalang
karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.?

Dari hadis yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan
sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi keluarganya, diperbolehkan
untuk mengambil harta suami, dan untuk memastikan kebutuhan
keluarga terpenuhi. Pada kenyataannya nafkah harus diberikan oleh
seorang suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat bertahan.
Setelah Pernikahan diharuskan adanya nafkah yang diberikan oleh suami
kepada istri. dengan adanya pernikahan yang sah serta istri melakukan
kewajibannya dengan baik, maka berhaklah istri mendapatkan nafkah
dari suami.

Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai
dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah dari suami tersebut.
Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian
nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri juga

melakukan kewajibannya, maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi

2" Syafi’l, Imam Abi Abdullah bin Idris al-syafi’l, al-Umm Juz 5, (Beirut: Dar al- Kotob al-
lImiah), h. 94.
%8 Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma“rifah, 1989), h. 181.
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sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat,
maka tidak berhak menerima nafkah.?®
c. Macam-Macam Nafkah

Ada beberapa jenis nafkah yang dikenal dalam islam, nafkah

tersebut diberikan kepada seseorang, diantaranya sebgi berikut:

1) Nafkah diri sendiri Yaitu apa yang diberikan oleh seseorang
kepada dirinya dari harta atau penghasilan yang halal maupun
pendapatan untuk dirinya sendiri, yang mana ini lebih utama
dari nafkah atas orang lain, hukum asalnya manusialah yang
menafkahi untuk dirinya sendiri, mulai dari memenuhi
kebutuhannya dari tempat tinggal, pakaian, makanan terlebih
dahulu kemudian menafkahi apa yang tersisa dari kebutuhannya
sehingga ia menafkahi siapa yang harus ia nafkahi.

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa,
bersama dengan hal-hal penting lainnya seperti menjaga diri,
akal, harta, dan keturunan. Agama mewajibkan umat muslim
untuk menjaga jiwa secara materil dan nonmateril dengan
melindunginya dari ancaman, baik internal maupun eksternal.
Tidak diragukan lagi, keyakinan yang kuat adalah bahwa
keyakinan yang benar adalah bahwa keyakinan yang benar

adalah bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan yang

¥ Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, No. 2, 2022, h.
200.
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benar. * Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya

dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah Saw:

Sai (e Juad ()6 ¢ lla D g b Jumd (i ¢ Lo 3040 Elus,
il B (g 5l (4
Artinya: Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang
yang berada dibawah tanggung jawabmu (HR. Muslim).*
Kalimat "Ibda’ bi nafsika™ itu adalah potongan dari hadits
shahih yang berbunyi:

Js s iy Ty

Artinya : “ Mulailah dari dirimu , kemudian kepada orang yang
dibawah tanggung jawabmu.“ ( HR. Ahmad dan Muslim).*

Hadits ini lafadznya umum, cakupannya luas, walau sering
dalam pembahasannya adalah sering dikaitkan dengan pembagian
nafkah harta yang harus dimulai dari keluarga inyi lalu meluas pada
yang lainnya. Bukti keumuman cakupan hadits ini juga bisa dilihat
dari hadits lain tentang berdoa apakah kita perlu berdoa untuk kita
sedniri dulu? Rasulullah Saw bersabda :

oy 15 Al 23 23] R0 (8

% Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, Istri Sebagai Pencari Nafkah
Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan
Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur), Rio Law
Jurnal Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023, h. 193.

31 Abu-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi An-Naisaburu, Shahih Muslim, Revisi Shuhaib
al-Karomi, ( Ryad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), Cet.1, Jilid 1, h. 386.

%2 Muslim Bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab Zakat, Bab Memulai Nafkah Kepada
Keluarga, Hadist No 997, (Beirut: Dar Thya’ Al-Turats Al-Arabi), h. 569.
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“Rasulullah Saw jika menyebut seseorang, kemudian mendoakan
orang tersebut, maka beliau memulai dengan doa untuk diri sendiri
terlebih dahulu “(H.R Tirmidzi, shahih).>® Sama halnya dengan
mencegah dan melarang kemungkaran atau kejelekan, mulailah
dari mencegah dan melarang diri kita sendiri dan keluarga inti kita
sendiri sebelum mencegah dan melarang orang lain. Ibda' bi
nafsika, mulai dari dirimu sendiri. Mencegah dan melarang
kejahatan atau kejelekan juga harus dengan cara yang baik, pada
waktu dan tempat yang baik.
2) Nafkah kepada istri

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun
hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak
dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari
ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri
menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat
tinggal **

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.
Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak

berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat

suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut

% Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da’awat, Bab Apa yang dating bahwa orang
yang berdoa memulai dengan dirinya sendiri, No Hadist 3385, (Beirut: Dar lhya At-taurats Al-
Avrabi), h. 569.

% Jamaluddin dan Nanda Amelia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi : Unimal
Press, 2019), h. 77.
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demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal
yang layak untuk istrinya.

Pada hakikatnya, suami wajib memberikan nafkah kiswah
kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai
kebutuhan batinnya. Hak-hak istri ini terkait dengan kewajiban
suami untuk membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal,
dan pakaian tidak ditetapkan dalam jumlah, tetapi demi
keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan
cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.®
3) Nafkah untuk anak

Untuk orang tua, anak-anak adalah amanat Allah, dan mereka
bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak  mereka,
menumbuhkan iman, akhlak mulia, dan amal saleh mereka.
Meskipun secara teoritis ibu adalah orang yang paling dekat
dengan anak secara emosional, tanggung jawab ini tetap ada pada
kedua ayah dan ibu. Dengan demikian, kewajiban ayah ini
memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu
bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih
kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan

pekerjaan.

% |pid, h. 78.
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b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang
menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila nafkah anak
fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum
baligh. Dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja. Berbeda
apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang
untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya,
ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya. *

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian,
maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.*” Dalam Pasal 149
KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.*® Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa
salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah
semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*®

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk membei
nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila
anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya

tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.

% Nazhifah Attamimi, Figh Munakahat, (Jakarta: Hilliana Press, 2010), h. 56.
7 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 89.

* Ibid, h. 100.

* Ibid, h. 102.
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Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami.
Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang
cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah
kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.*

Apabila seorang ayah berada dalam keadaan miskin tetapi
mampu bekerja dan benar-benar bekerja tetapi pendapatannya tidak
mencukupi untuk membayar anak-anaknya, tanggung jawab untuk
memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak hilang. Apabila ibu
anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah
anak-anaknya, yang menjadi tanggung jawab ayah mereka, tetapi
dapat dianggap sebagai utang ayah yang dapat ditagih oleh ayah
pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak
dimintakan kepada kakek, yang pada saatnya, kakek berhak
meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada
ayah. Apabila Ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan
kepada kakek sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah
dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur fukaha.
Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas
pada anak-anak sebab ayat Al-Qur’an dengan tegas menyebutkan

bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah

0 Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (CV. Mitra Utama,

2011), h. 255.
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kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam

Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.**

2. Perceraian
a. Defenisi Perceraian

Menurut bahasa perceraian berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”.
Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk
melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang
sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan
oleh syara’. Dalam istilah Figh perceraian dikenal dengan istilah
“Talaq” atau “Furqah”.

Talag berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.
Sedangkan Furgah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari
berkumpul. Perkataan talag dan furgah mempunyai pengertian umum
dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian
yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan
dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatunkan oleh pihak
suami.*?

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan
berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada

dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak

*1 Nazhifah Attamimi, Loc.Cit, h. 57-58.
2 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, ( Yogyakarta: Bening Pustaka,
2020), h. 161.
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untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat)

kemungkinan, sebagai berikut.

1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui
matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu
menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan
tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si
suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya
perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini
diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk
memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini
disebut "khulu™.

4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan.
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh."*

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan
hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya,

perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam

** Muhammad Syaifuddin, Loc.Cit, h. 15-19.
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rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi
perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan
kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir
dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan
istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai.*!
Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah
"Putusnya perkawinan Adapun yang dimaksud dengan perkawinan
adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "lkatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, perceraian adalah
putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri
tersebut.*®
Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah
pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu
Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan
pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya
tidak perlu campur tangan pihak ketiga. dalam hal ini pemerintah, tetapi

demi menghindari tindakan sewenang- wenang, terutama dari pihak

* Jamaluddin dan Nanda Amalia, Loc. Cit, h. 87.
** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga
adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum. Maka perceraian harus
melalui saluran lembaga peradilan.*®
b. Dasar Hukum Perceraian
Dalam hukum islam, masalah cerai/talak  telah diatur dalam
al-Quran dan al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Hukum
Islam terdapat dalam al-Qur’an terdapatdalam surah al-Bagarah ayat
229:
Gaa 135406 (1 280 a3 W2 0l £ )05 51 oy haey SILtlE™ i (3500l
S 3558 L T e 3R 355 i TGS & ) 1 G el
Poa 2 ) 0 o =
S 401 3502 38 a1 5485 DA 0 3304 ey S s Lagile #4

&0 }/n.“ ‘;Q

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami
dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan
(menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali
sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali
keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-
batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak
mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya
tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk
menebus dirinya). ltulah batas-bata (ketentuan) Allah, janganlah kamu
melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah,
mereka itulah orang-orang zalim. *

Menjatuhkan dua atau tiga talak sekaligus adalah haram,
sebagaimana telah difatwakan oleh segolongan sahabat, di antaranya

Umar, Usman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Imran ibn Al Hushain,

36.

46 i
Ibid, h. 15.
*" Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, ( Bandung: Cordoba, 2020), h.
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Abdullah ibu Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Darda, Huzaifah, dan
Abu Musa al-Asy'ari.*

Jumhur ulama menegaskan bahwa talak syar'i adalah talak yang
dijatuhkan satu kali, satu kali artinya, menjatuhkan sekali talak, lalu
rujuk, kemudian talak lagi, dan rujuk lagi. Menjatuhkan dua atau tiga
talak sekaligus adalah bid'ah dan haram hukumaya. Beliau juga
menafsirkan kata “marratain” dua kali, maknanya yang tepat adalah:
sekali sesudah sekali (satu-satu). Hal ini memberi pengertian bahwa
talak tidak berbilang (lebih dari satu) yang diucapkan dalam lafal yang
satu atau diucapkan sekali. Misalnya, suami mengatakan kepada
isterinya: "Kamu saya talak dua kali."*

Talak, yang suami masih dibenarkan (dibolehkan) rujuk, adalah
dua talak. Jika isteri telah ditalak tiga kali, maka bagi suami sudah tidak
ada hak atau tidak halal untuk rujuk kembali, kecuali setelah bekas
isteri bersuami dengan lelaki lain. Artinya, setelah ditalak lalu bekas
istri dinikahi lelaki lain, tetapi kemudian dengan suami baru
menceraikannya, maka bekas suami terdahulu yang sudah menjatuhkan
talak tiga, bisa rujuk kembali.*°

Menurut ketentuan hukum islam, seorang suami tidak boleh main-

main mengobral Kkata talak, cerai, pisah dan semacamnya. Karena kata-

kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum.Yakni, terjadinya

*8 Shiddiq Al-Jawi, Figh Talak Telaah Kritis Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-
Qur’an Dan Sunnah, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2010), h. 89

“*Ibid, h. 91.

%0 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur 1, h. 389.



32

perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu
dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa ada niat cerai.
Sebagaimana hadist nabi Saw:

GOE 5 A0 38 Gl 45 BAAA Y ) 0505 06 06 5508 il (e

ASIAl Asiiay da 185 4ad 5

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasullullah Saw bersabda:
“tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan
menjadi  sungguh-sungguh dan apabila dikatakan main-main akan
jadi sungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri
lagi).”(HR. Imam empat kecuali An-Nasa’y dan nilai shahih menurut

Hakim).

Kandungan diatas mengandung makna bahwa nikah, talak, rujuk,
adalah tiga perkara yang bisa terjadi hukumnya baik dengan cara
sungguh-sungguh maupun main-main. Namun dalam hal talak tidak
perlu adanya niat jika ucapan jelas menunjukan talak.>! Pada
dasarnya agama Islam memang memperbolehkan perceraian, tetapi
Allah Swt membeci perceraian. Yang artinya ketika tidak ada jalan
keluar, maka perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami
istri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Bagarah ayat 227,

sebagai berikut:

5! Latifah Ratnawaty, Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Isalam Dan
Hukum Positif, Yustisi Vol. 4, No, 1 Maret 2017, h. 114,
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sl wrans i) (peld 3l 15052 )
Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.>
c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian,
tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri
yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan
isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua
yaitu untuk memelihara dan mendidik anakanaknya, termasuk dalam
hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari
anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu
beralih ke ayah atau ke ibunya.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya
berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam
perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang
tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.>* Sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan bahwa:

°2 Beni Ahmad Saebani, Figih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 56.

5% Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif VVol. 5 No, 1 Maret 2014, h. 127.

5 Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Di Tinjau Dari
Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019, h.
10.
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1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua
putus.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor

1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : Pasal

105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian :

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya.

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya.

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.>

B.. Penelitian Terdahulu
Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki
perbedaan yang signifikan dengan temuan penelitian sebelumnya yang
berkaitan dengan tema nafkah anak pasca perceraian, temuan penelitian
sebelumnya harus dikaji dan diteliti secara menyeluruh. Hal ini dilakukan

untuk menjadi lebih mudah untuk membedakan temuan penelitian

% Nunung Rodliyah, Loc.cit, h. 128.
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sebelumnya dengan temuan penelitian penulis. Studi sebelumnya
mencakup:

1. Inggit Fitriani dalam Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung
juga pernah menulis terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut
Ulama Mazhab, penelitian yang menggunakan metode library research
ini menghasilkan bahwa Figih mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hanbali)
mayoritas sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan harus
disesuaikan dengan kebutuhan anak, kecuali Imam Syafi’i
berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan kondisi orang yang
berkewajiban memberikan nafkah. Namun dalam hal batas akhir
pemberiannya Imam Mazhab berbeda-beda pendapat, Hanafi dan
Malik berpendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur ketika anak
telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia
menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi’i
pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak
perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah
anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak
mempunyai harta dan pekerjaan.*®

2. Dalam sebuah Jurnal Shautuna vyaitu Jurnal llmiah Mahasiswa
Perbandingan Mazhab pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nurul
Khaerani dan Supardin berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan

% Fitriani, Inggit. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab. Tesis. Program
Pascasarjana IAIN Metro, 2017.
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Besaran Minimal Nafkah Anak (analisis Putusan Nomor
39/Pdt.G/2019/PA.Mrs). dari hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan pendapat Imam Mazhab dalam menentukan
jumlah nafkah anak, sementara itu dalam putusan yang dianalisis oleh
penulis jurnal tersebut menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa
perkara tuntutan nafkah anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum

Islam.>’

57 Khaerani, Nurul, dan Supardin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan
Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)”. Shautuna: Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,
vol. 1, no. 3, 2020, pp. 1-15. DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15464.


https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464

BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library
research) Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan
dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber,
seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan penelitian, atau sumber
tertulis lainnya yang yang berkaitan dengan subyek yang dibahas. Oleh
karena itu, jenis penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini.
Metodenya dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dari
perpustakaan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim Tentang
Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b
Putusan Perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn dan
1421/pdt.G/2022/PA.Bkn kemudian menganalisanya dengan teori-teori

yang diperoleh dari dara tersebut.

B." Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca
Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b Putusan Perkara

Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn dan 1421/pdt.G/2022/PA.Bkn.

C..Sumber Data
Sumber data adalah data yang digunakan dalam penelitian yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sumber data ini merupakan
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subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli ( tidak melelui perantara). Sumber
data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
peneliti. Data primer dapat berupa Undang-undang dan didukung
pula dengan buku-buku, dan pendapat para ahli.

2. Data sekunder merupakan data untuk membantu dalam melakukan
penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka
diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan
permasalahan yang diteleti oleh penulis dengan baik dan benar.
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat
oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak
ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada
pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur”an,
Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, dan
semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu

Analisis putusan hakin terhadap nafkah anak.

D.. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis melakukan telaah pustaka untuk
mendapatkan sumber informasi terkait penelitian ini yakni dengan membaca
dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian

ini, kemudian menentukan data yangakan digunakan dalam penelitian ini.
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Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam
mengumpulkan data yang ada, yakni dengan melihat dan melakukan analisis
terhadap sumber-sumber bacaan baik dari bahan hukum primer maupun
sekunder, lalu penulis meneliti dan mengklasigfikasi pembahasan
berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat disusun

secara sistematis.

E. Teknis Penulisan
Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
metode deduktif yakni penulis menjelaskan dan menganalisis data-data yang
bersifat umum agar dapat disimpulkan menjadi data yang khusus dan data-
data yang diperolen tersebut menjadi patokan penulis dalam
menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dianalisa

dengan menarik kesimpulan. Metode ini biasa disebut metode deskriptif.

F..-Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh

pembahasan yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penukis

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab | membahas tentang garis besar penulisan, yang
terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA



BAB Il

BAB IV

BAB V

40

Bab Il ini membahas mengenai perceraian yang
terdiri dari Nafkah, pengertian Nafkah, dasar hukum
nafkah anak pasca perceraian, sebab wajibnya
memenuhi nafkah. Pengertian perceraian, dasar
hukum perceraian, akibat hukum perceraian
terhadap anak.

: METODE PENELITIAN

Bab Il ini menjelaskan mengenai bagaimana
metode penulis dalam melakuakn penelitian,
meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti, sumber data yang diperoleh, metode
penelitian, dan analisa data.

: PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan tentang hasil penelitian
yang berisi Pengertian Perceraian, Dasar hukum
perceraian, Akibat hukum  perceraian terhadap
anak, Pengertian nafkah, Dasar hukum nafkah,
Macam-macam nafkah, Sebab-sebab nafkah.

: PENUTUP

Bab V ini menjelaskan kesimpulan dan saran, bab
terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran
terhadap hasil penelitian yang ada pada bab

selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan perkara

Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn di

Pengadilan Agama Bangkinang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut
menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani perkara
nafkah anak pasca perceraian. Dalam perkara 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn,
hakim tidak hanya mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan hak asuh
anak kepada ibu (Penggugat), tetapi juga memberikan putusan yang rinci
mengenai kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah
madliyah.

Hakim bahkan memerintahkan agar Akta Cerai tidak diserahkan
kepada Tergugat sebelum ia melunasi seluruh kewajibannya. Sebaliknya,
dalam perkara 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn, meskipun hakim menetapkan
hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun tidak
ditemukan penetapan yang jelas mengenai jumlah nafkah anak. Hal ini
menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan yang dapat
menyulitkan pihak Penggugat dalam menuntut hak-haknya di kemudian
hari.

2. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap kedua putusan tersebut

menegaskan bahwa kewajiban menafkahi anak setelah perceraian tetap
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berada di pundak ayah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 156
huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua
biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia dewasa
(21 tahun).

Dalam konteks ini, putusan perkara 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn telah
sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam karena
memberikan perlindungan hukum secara utuh terhadap hak anak dan istri
pasca perceraian. Sedangkan dalam perkara 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn,
tidak adanya rincian nafkah anak yang ditetapkan dalam amar putusan
menunjukkan kekurangan dalam implementasi prinsip keadilan dan
perlindungan terhadap hak anak yang semestinya ditegakkan menurut
hukum Islam.

Dengan demikian, perbedaan putusan antara kedua perkara tersebut
bukan disebabkan oleh pelanggaran prosedur, melainkan karena perbedaan
dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat. Proses pemeriksaan telah
dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata, termasuk
pemanggilan para pihak, pembuktian, dan penerapan asas ‘“non ultra
petita” yang melarang hakim memutus melebihi apa yang dimohonkan.
Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan sesuai dengan
ruang lingkup perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa menambahkan
atau menguranginya, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi

para pihak.
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B.-Saran

Majelis Hakim disarankan untuk menetapkan secara jelas besaran nafkah
anak dalam setiap perkara perceraian, terutama ketika anak masih di bawah
umur. Penetapan yang rinci dalam amar putusan akan memberikan kepastian
hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, serta mempermudah
pelaksanaan kewajiban oleh pihak Tergugat. Para pihak yang berperkara
hendaknya mengutamakan penyelesaian secara damai melalui mediasi
sebelum memilih jalur perceraian. Langkah ini penting untuk menjaga
keharmonisan keluarga dan mengurangi dampak psikologis terhadap anak,
serta sesuai dengan asas musyawarah dalam penyelesaian sengketa menurut

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
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